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A. Latar Belakang

Perkembangan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi saat ini
memunculkan adanya persaingan ketat antar perusahaan. Semua
perusahaan saling berlomba untuk memaksimalkan  kinerja
perusahaannya. Dengan adanya kinerja perusahaan yang baik, maka
akan banyak investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan
tersebut. Adanya tambahan modal dari investor akan menciptakan
prospek yang lebih besar bagi kinerja perusahaan dan masa depan
perusahaan. Kinerja perusahaan menggambarkan bagaimana cara dan
berapa banyak sumber daya keuangan yang tersedia untuk menjalankan
kegiatan produksi perusahaan. Kinerja perusahaan juga berhubungan
dengan bagaimana sumber daya keuangan tersebut digunakan untuk
mencapai tujuan perusahaan (Marn dan Romuald, 2012).

Bukti yang menunjukkan kinerja perusahaan adalah laporan
keuangan perusahaan yang baik dan sesuai dengan standar yang
berlaku, yaitu PSAK. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan posisi
keuangan perusahaan dan juga indikator kinerja perusahaan seperti
Earning per Share (EPS), Return on Equity (ROE), dan Return on Assets
(ROA). Indikator ini yang dijadikan pedoman untuk investor dalam menilai
kinerja perusahaan. Namun tidak semua informasi dalam laporan
keuangan perusahaan benar. Perusahaan yang tata kelolanya kurang
baik, maka bisa terjadi ketidaksesuaian antara informasi dalam laporan

keuangan dengan fakta yang ada di perusahaan (Che Haat, 2008).



Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang
menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang
menentukan arah dan kinerja perusahaan. Menurut IIGC (The Indonesian
Institute for Corporate Governance) pengertian dari Corporate
Governance adalah sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan
dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan
berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan
(stakeholders).

Isu tentang Corporate Governance mulai hangat dibicarakan
setelah beberapa perusahaan besar dan bonafit yang berbasis di Amerika
Serikat seperti Bear Stern, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill
Lynch, dan Morgan Stanley satu per satu tumbang (Bukhori et al., 2012).
Hal ini menjadikan awal mencuatnya Corporate Governance menjadi
perhatian dunia Internasional.

Permasalahan Corporate Governance kembali menjadi perhatian
dunia setelah terungkapnya skandal dan korupsi korporasi terbesar dalam
sejarah Amerika Serikat yang melibatkan Perusahaan Enron. Perusahaan
Enron merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang listrik, gas alam,
kertas, dan komunikasi. Skandal ini juga melibatkan salah satu Kantor
Akuntan Publik yaitu KAP Arthur Andersen (Sekaredi, 2011). Skandal
Enron awalnya dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan dengan
melakukan mark-up laba perusahaan dan menyembunyikan utangnya.
Kemudian kasus ini menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur
Andersen yang saat itu merupakan Auditor Enron dan mengakibatkan

Arthur Andersen ditutup secara menyeluruh.



Skandal yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan seperti Enron
Worldcom, Adelphia, Tyco Internasional, Paregrine Systems
menyebabkan tercetusnya Sarbanes Oxley. Sarbanes Oxley adalah
nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor yang
menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan dewan
perusahaan hingga hukuman pidana. Undang-undang ini berpengaruh
signifikan terhadap manajemen perusahaan publik, akuntan publik
(auditor), dan pengacara di pasar modal. Mengingat sifatnya yang sangat
ketat dan berdampak luas, undang-undang ini terbilang kontroversial dan
menjadi polemik (Sekaredi, 2011).

Contoh kasus perusahaan sektor makanan dan minuman yang
menyimpang dari Good Corporate Governance adalah PT. Tiga Pilar
Sejahtera Food pada tahun 2017. Beberapa kejadian ataupun tindakan
Direksi diduga sebagai pelanggaran Good Corporate Governance (GCG).
Pertama, terkait kondisi Direksi yang tidak dapat
mempertanggungjawabkan kinerja perseroan di sidang Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan. Kedua, adanya transaksi material seperti
belum dilunasinya utang pembelian beserta bunganya, yang berdampak
pada penurunan kinerja perseroan. Ketiga, adanya transaksi afiliasi dan
transaksi dengan indikasi benturan kepentingan, terlihat dari laporan
keuangan 2017 di mana transaksi afiliasi ditulis sebagai transaksi pihak
ketiga dan belum mendapatkan persetujuan pemegang saham
independen. Keempat, indikasi pelanggaran Keterbukaan Informasi,
seperti inkonsistensi pernyataan tentang berita simpang siur di Bursa
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Berkaitan dengan Ukuran Dewan Direksi, ada beberapa peneliti
yang menemukan hasil yang berbeda. Sam’ani (2008) menyatakan
adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja
perusahaan. Sedangkan Einsbergh (1998) menyatakan bahwa ada
hubungan negatif antara ukuran dewan direksi dengan Kkinerja
perusahaan.

Ukuran Dewan Komisaris sangat berpengaruh terhadap Kinerja
Perusahaan. Menurut Rizwan (2018) menyatakan bahwa Dewan
Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan. Sedangkan
menurut Anggraini (2019) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Komite Audit juga sangat berpengaruh terhadap Kinerja
Perusahaan. Menurut Sari (2016) menyatakan bahwa komite audit
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan
menurut Rizwan (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa komite
audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Selain Good Corporate Governance yang dapat mempengaruhi
kinerja perusahaan adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan
merupakan faktor penting untuk menjelaskan tingkat pengungkapan
Corporate Governance. Perusahaan merupakan suatu tempat di mana
terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional
yang bekerja secara sistematis untuk mencapai sasaran. Sasaran dari
perusahaan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh semua pihak

yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan



itu, semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaaan harus bekerja
sama dalam menghasilkan kinerja yang optimal.

Menurut Tisna (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Sari
(2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik
membutuhkan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan
perusahaan, pencapaian, dan pengukuran Kkinerjanya. Perusahaan-
perusahaan saat ini dituntut untuk memiliki kinerja perusahaan yang baik.
Kinerja perusahaan merupakan hasil yang dapat diukur dan
menggambarkan kondisi empiris suatu perusahaan dari berbagai ukuran
yang disepakati. Sedangkan tujuan kinerja adalah untuk memotivasi
personel mencapai sasaran organisasi yang mematuhi standar perilaku
yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil yang
diinginkan oleh perusahaan (Chairany dan Lestari, 2011).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk
pengelolaan perusahaan yang baik, di mana didalamnya mencakup suatu
bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai
pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana ekstern.
Adapun dalam penyusunan struktur Good Corporate Governance, jumlah
anggota masing-masing struktur disesuaikan dengan ukuran perusahaan
dan kompleksitas aktivitas perusahaannya (Hardikasari, 2011). Namun
seringkali terdapat persinggungan antara pemilik dan manajemen yang

dapat berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan.



Konsep Good Corporate Governance di Indonesia mulai
diperkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG kemudian mengeluarkan
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia pada tahun
2000 yang kemudian di revisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut
adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang
kesesuaian penerapan Good Corporate Governance dengan pedoman
yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Dalam hal
ini, setiap perusahaan telah menerapkan prinsip Good Corporate
Governance.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini
adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance). Sistem Good Corporate Governance akan
memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham
dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar,
tepat, dan efisien serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik
yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (IIGC).
Keberhasilan penerapan Corporate Governance tidak hanya bergantung
pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada
integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam
perusahaan. Etika dan budaya kerja, serta prinsip-prinsip kerja
profesional memegang peranan penting dalam penerapan Corporate
Governance (Rini, 2012).

Penelitian tentang pengaruh Good Corporate Governance

terhadap Kinerja Perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya Hovart



dan Spirollari (2012) meneliti tentang pengaruh karakteristik Dewan
Direksi terhadap kinerja perusahaan pada 136 perusahaan besar di
Amerika Serikat tahun 2005-2009. Penelitian ini menggunakan variabel
independen ukuran Dewan Direksi, jumlah rapat Dewan, komposisi
Dewan, keragaman gender dan usia Direksi. Penelitian ini menunjukkan
bahwa ukuran Direksi dan jumlah rapat Dewan berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap Kkinerja perusahaan, sedangkan usia Direksi
berpengaruh negatif signifikan terhadap Kkinerja perusahaan, dan
keberadaan wanita dalam Dewan berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Tisna (2016) melakukan penelitian tentang Good Corporate
Governance. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa Good
Corporate Governance dan ukuran perusahaan berpengaruh secara
parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Rizwan (2018) melakukan penelitian tentang Good Corporate
Governance. Penelitian tersebut menggunakan metode purposive
sampling. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa dewan komisaris
independen, komite audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan ukuran dewan direksi, ukuran
dewan komisaris, dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan. Sementara secara simultan ukuran dewan
direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen,komite audit,
kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

kinerja perusahaan.



Anggraini  (2019) juga melakukan penelitian tentang Good
Corporate Governance. Penelitian tersebut menggunakan metode
kuantitatif dengan data sekunder. Pengambilan sampel menggunakan
teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa
ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komite audit dan ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat hasil dari
penelitian terdahulu mengenai pengaruh Good Corporate Governance
terhadap Kinerja Perusahaan. Pada penelitian ini akan menggunakan
variabel-variabel Corporate Governance yaitu Dewan Direksi, Dewan
Komisaris, Komite Audit serta Ukuran Perusahaan. Dewan Komisaris
mempunyai tugas untuk mengawasi dan melakukan pengendalian intern
dalam perusahaan, oleh karena itu semakin banyak jumlah dewan
komisaris dan semakin independen dewan komisaris maka pengendalian
intern akan semakin baik. Dewan Direksi mempunyai tugas bertanggung
jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan
perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan
dalam mencapai tujuan perusahaan. Komite Audit mempunyai tugas
bertanggung jawab untuk membuka dan menjaga komunikasi antara
dewan direksi, dewan komisaris, unit audit internal, akuntan independen,
dan manajer keuangan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu
variabel penting dalam pengelolaan perusahaan.

Terdapat kesenjangan dan problem yang terjadi di lapangan

antara lain sistem akuntansi yang seharusnya dapat menjadi pilar



penompang dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan
profesionalisme, dan dapat mencegah atau menghalangi manipulasi
ternyata dijadikan alat untuk melakukan kecurangan (fraud) secara
kreatif. Terdapat kesenjangan antara praktik yang terjadi di lapangan
dengan kondisi yang diharapkan perusahaan yaitu pihak eksekutif
perusahaan melakukan kecurangan (fraud) melalui praktik akuntansi
kreatif atau agresif untuk memanipulasi laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti
hanya memfokuskan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan
minuman, pada penelitian ini, penulis mengambil tahun 2016-2019.
Alasannya karena tahun tersebut menunjukkan yang paling aktual
berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti, dan Mekanisme Corporate
Governance yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Dewan Direksi,
Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian
dengan judul “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi
Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”. Karena Penerapan Good
Corporate Governance merupakan peluang yang cukup besar bagi
perusahaan untuk menarik investor. Kinerja keuangan ditentukan sejauh
mana keseriusan perusahaan menerapkan Good Corporate Governance.
Ukuran perusahaan juga merupakan hal yang penting dalam laporan
keuangan, karena semakin besar total asset yang dimiliki maka dapat

meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan tersebut.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,

maka penulis akan mengidentifikasikan masalah dan membatasi

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1.

Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja
Perusahaan?
Apakah terdapat pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja
Perusahaan?
Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja
Perusahaan?
Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja
Perusahaan?
Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite
Audit, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Kinerja

Perusahaan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja
Perusahaan
Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja
Perusahaan
Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja

Perusahaan
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4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja
Perusahaan

5. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi,
Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap

Kinerja Perusahaan

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang
berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang
Akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan
referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya
yang berkaitan dengan Pengaruh Good Corporate Governance dan

Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Para Peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan,
pengetahuan, dan menjadi referensi di masa yang akan datang
terutama dalam bidang Akuntansi serta mendorong penelitian
selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel lain yang tidak

tercantum dalam penelitian ini.
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b. Bagi Investor
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
atas informasi keuangan serta memberikan gambaran mengenai
kinerja perusahaan dengan melihat penerapan Good Corporate
Governance sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang

tepat.

c. Bagi Akademik
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi
teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak yang akan menyusun
skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh
Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap

Kinerja Perusahaan.

12



